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ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

M. ANDRE MUARIF
NIM. 502020052

Asas kesamaan warga negara di hadapan hukum (equality before the law)
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 secara ideal harus
dilaksanakan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.
Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi asas equality
before the law terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana
?dan apakah faktor penghambat implementasi asas equality before the law dalam
penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sumber
data yang berasal dari kepustakaan,baik berupa buku-buku, Kkitab-kitab, jurnal-
jurnal dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti;Kitab
undang- undang hukum pidana (KUHP) yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data
yaitu:Studi kepustakaan, atau studi dokumen ( documentary ) untuk mengumpulkan
data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil yang
ditemukan ialah Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi
merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP
terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Implementasi asas equality before the law dalam penegakan hukum
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dengan melaksanakan
penyidikan, Kejaksaan dengan menyusun dakwaan dan penuntutan serta hakim
pengadilan dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dengan
tidak membeda-bedakan latar belakang pelaku dan mengedepankan kesamaan
warga negara di hadapan hukum, sehingga pemidanaan hanya diterapkan terhadap
pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Faktor-
faktor yang menjadi penghambat implementasi asas equality before the law dalam
penegakan hukum terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum,
faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor
budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah faktor
penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik)
penguasaan yang baik terhadap perkembangan teknologi informasi dan belum
adanya unit cyber dalam institusi penegak hukum.

Kata Kunci : Implementasi, Equality Before the Law, Penegakan Hukum.
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketika Negara Indonesia didirikan telah dirumuskan bahwa Negara
Indonesia menganut konsepsi Negara hukum (rechstaat), di mana dalam negara
yang berdasarkan atas hukum harus berpuncak pada konstitusi atau hukum
dasar dan bukan berdasarkan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi
kita yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Sebagai Negara hukum (rechtstaat), hak asasi manusia menjadi hal
yang fundamental dan saling berkaitan erat. Dengan kata lain, negara yang
berdasarkan hukum harus mengakui adanya Hak Asasi Manusia.

Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum maka salah satu prinsip
atau asas yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara adalah asas
persamaan di hadapan hukum (equality before thelaw). Hak Persamaan di
hadapan hukum ini merupakan dasar dan akar utama dari hak asasi manusia
yaitu bahwa setiap orang secara lahiriah itu merdeka dansama.! Hak-hak yang
mengandung persamaan baik itu dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi,
agama, ras,etnis dan kebudayaan sangat penting untuk diakui dan dilindungi.

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari hukum itu

204

! Bagir Manan, Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), him.



sendiri yaitu mencapai keadilan dalam masyarakat. Namun untuk mencapai
keadilan tersebut terlebih dalam penerapanhukum pidana tentu bukan suatu hal
yang mudah atau sederhana. Praktik penegakan hukum khususnya dalam
bidang hukum pidana sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan
dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai dasar keseimbangan
dalam perlindungan setiap hak baik korban, tersangka atau terdakwa. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana sebagai dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana lebih
banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa.

Sedangkan untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan
tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. > Memang pada dasarnya
KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap korban yakni dalam
ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dalam KUHAP tersebut,
seseorang yang menjadi korban atau orang lain yang dirugikan diberikan hak
untuk mengganti kerugian, 3 namun pada kenyataannya ketentuan mengenai
penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut jarang dipakai dan belum
berjalan secara efektif. Hal ini memberikan batasan bagi korban dalam
mengajukan upaya memperoleh ganti rugi dan kerugian yang diderita sebagai
korban tindak pidana.

Inilah yang mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada

korban kejahatan menjadi tidak memadai. Padahal perlindungan hukum baik

2 1bid, him. 204

3 Herlyanty Bawole, Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
(Jurnal Lexet Societatis Faculty OF Law, Sam Ratulangi Uneversity Vol. 1X Issue 3, September
2021).



terhadap korban maupun pelaku kejahatan sejatinya harus seimbang dan tidak
dibeda-bedakan sebagai mana asas persamaan kedudukan di hadapan hukum
atau di mana setiap orang memiliki akses yang sama di hadapan hukum terlebih
khusus dalam hal ini mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum,
sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita yakni dalam Pasal 28 D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa*“Setiap orang berhak atas
pengakuan,jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang kemudian
memberikan beberapa regulasi atau peraturan hukum,yang antara lain Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang
kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan saksi dan korban sebagai hukum positif dilndonesia. Meskipun
ada ketentuan positif tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, namun
kenyataannya masih ada korban yang kesulitan untuk memperoleh
perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai korban sering kali tidak
terpenuhi. Dalam peraturan tersebut kurang memihak bagi keadaan korban,hal
tersebut bisa dilihat melalui korban dalam mengajukan haknya yakni hak
restitusi masih membutuhkan waktu dan langkah yang tidak sederhana.

Pemulihan bagi korban kejahatan bukanlah suatu bentuk pemidanaan
yang bergantung pada putusan pengadilan bagi pelaku saja,tetapi harus melihat

juga kerugian yang diderita korban.



Selain korban, pelaku kejahatan dalam hal ini tersangka atau terdakwa
juga wajib mendapatkan hak-haknya. Hak-hak tersangka atau terdakwa pada
dasarnya sudah diatur secaramemadai di dalam KUHAP, hal itu ditujukan
untuk melindungi tersangka dalam proses peradilan pidana baik dalam tingkat
penyidikan di kepolisian, di mana terdapat harkat dan martabat seorang
tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga sangat perlu
memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari
dalam pelaksanaan KUHAP.

Jika dalam suatu negara hukum hak manusia terabaikan atau dilanggar
serta dengansengaja menimbulkan penderitaan dan tidak diatasi secara adil
maka negara yang bersangkutantidak dapat disebut sebagai Negara hukum
dalam arti sesungguhnya. Realita dalam lapangan hukum seperti ini jika terus
terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tentunya dapat
mempengaruhi berlangsungnya kehidupan di tengah masyarakat mengingat
pada kenyataannya kejahatan tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat
diminimalisir dan tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan akan terus
berlangsung dan meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka penulis terinspirasi untuk
mengangkat dan mengkaji masalah ini lewat skripsi yang berjudul
“IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES

PERADILAN PIDANA”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka yang
menjadi rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan untuk dikaji lebih
mendalam adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Implementasi asas equality before the law terhadap pelaku dan
korban kejahatan dalam proses peradilan pidana?
2. Apakah faktor penghambat implementasi asas equality before the law dalam

proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap
permasalahan yangberkaitan dengan :
1. Untuk mengetahui implementasi asas equality before the law terhadap pelaku
dan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi asas equality before the

law dalam proses peradilan pidana?

D. Kerangka Konseptual
Konseptual adalah susunan konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan
pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Implementasi Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau
pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat

dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jikasudah ada perencanaan



yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh
hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana
tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan
sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu
suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan
mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.*

2. Asas equality before the law menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD
1945 adalah segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Asas kesamaan kedudukan warga negara di
depan hukum suatu asas di mana hukum mengakuidan melindungi hak asasi
manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga
semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan
pemerintahan.®

3. Korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan
olen Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan
menghukum pelaku kekerasan tersebut.®

4. Pelaku kejahatan adalah seseorang atau individu yang menyebabkan orang

tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan

4 Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” Agustus
27, 2018. https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html

® Yasir Arafat, 2014, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya,
Permata Press, him. 26.

6 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI,
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


http://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html

tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat,
norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

5. Peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari
lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan
terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal
justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar
berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan
agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan
toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya
untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan
akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, di

mana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.?

E. Metode Penelitian
Penelitian memiliki makna pencarian jawaban terhadap suatu masalah.
Oleh karena itu metode penelitian pada prinsipnya merupakan cara atau langkah
untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Ada beberapa hal yang
menyangkut metode penelitian ini ialah sebagai berikut.
1. Jenis Penelitian
Jenis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif artinya,sumber

data yang berasal dari kepustakaan,baik berupa buku-buku, kitab-kitab,

" Romli Atmasasmita,1993, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta, him. 9
8 Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif
Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, him. 15



jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini mengakomodasi deskriptif analisis. Deskriptif
merupakan menggambarkan apa adanya, sedang analisis sendiri merupakan
penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini meliputi pengumpulan data,
penyusunan dan penjelasan atas data-data yang terkumpul kemudian
dianalisis.
3. Alat Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan
data yaitu: Studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary) untuk
mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil
penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan, penulis mengklasifikasikan skripsi
ini ke dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | : Pendahuluan yang memaparkan latar belakang, permasalahan, dan
tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB Il : Tinjauan pusaka yang meliputi: Tinjauan umum asas equality

before the law, Tinjauan Umum Tentang Pelaku dan Korban



Kejahatan, Penegakan hukum pidana, serta Faktor-Faktor yang
mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

BAB |1l : Pembahasan yang meliputi implementasi asas equality before
the law terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam proses
peradilan pidana serta apa faktor penghambat asas equality before
the law dalam proses peradilan pidana.

BAB 1V : Adalah bagian penutup yang mencakup kesimpulan pembahasan
dari permasalahan yang menjadi fokus kajian. Selain kesimpulan
peneliti juga menyampaikan saran-saran yang diperlukan, dan

mengakhiri skripsi ini dengan daftar pustaka.
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